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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan peran sesuai dengan
tugas yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu
melakukan penelitian terhadap perjanjian serta memberikan saran dan
pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan
praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di sektor motor
skuter matic. KPPU dalam menjalankan tugas memiliki beberapa kendala
yaitu:

1. KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan
sehingga sulit mendapatkan data kerahasiaan perusahaan, maka butuh
waktu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

2. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran pihak
pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli.

3. Hubungan kerja sama antara KPPU dengan instansi pemerintah belum
terjalin dengan baik sehingga KPPU kesulitan mendapatkan data.

B. Saran
Dari hasil penelitian dan berdasarkan data-data yang telah dipaparkan

penulis mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam
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mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matic makan
penulis memberi saran sebagai berikut:

1. KPPU dalam melakukan pengawasan mengenai Kriteria perjanjian-
perjanjian dilarang yang terdapat di Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan
Usaha Tidak Sehat Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 yang dapat
mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat KPPU seharusnya mempunyai kebebasan dalam bertindak
melakukan pengawasan.

2. KPPU hendaknya memiliki aturan atas transparansi data pelaku
usaha, hal ini untuk mempermudah KPPU mendapatkan data-data
yang dibutuhkan, guna untuk kepentingan persaingan usaha yang
sehat.

3. Hendaknya adanya batasan mengenai tugas dan wewenang KPPU
karena KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki
berbagai hak untuk melakukan pengawasan sehingga tidak efektif

dalam pelaksanaannya.
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